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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,  

DAN HIPOTESIS 

2.1. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teoretis dan 

konseptual yang mendukung penelitian ini. Pada bab ini dibahas berbagai teori, 

konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel-variabel yang 

diteliti, yaitu kepemimpinan berbasis kinerja, kapabilitas manajerial, keadilan 

organisasi, komitmen pelayanan publik, serta kinerja organisasi perangkat daerah 

(OPD) penghasil pendapatan asli daerah (PAD). Kajian ini tidak hanya bertujuan 

untuk memperkuat argumentasi penelitian, tetapi juga untuk mengidentifikasi 

celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar pengembangan model 

penelitian dan hipotesis. Dengan demikian, Bab II diharapkan mampu 

memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antarvariabel 

dalam konteks peningkatan kinerja OPD penghasil PAD di Kabupaten Garut. 

2.1.1. Kepemimpinan Berbasis Kinerja 

2.1.1.1. Pengertian Konsep  

Kepemimpinan berbasis kinerja (performance-based leadership) 

merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan pencapaian hasil (output 

dan outcome) sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi. Pemimpin dalam 

paradigma ini berperan sebagai penggerak utama untuk memastikan bahwa 

seluruh sumber daya organisasi diarahkan guna mencapai target kinerja yang telah 

ditetapkan secara terukur, akuntabel, dan transparan. Menurut Locke dan Latham 
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(1990), kinerja individu maupun organisasi akan meningkat jika pemimpin 

menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan disertai umpan balik terhadap 

pencapaiannya. Dalam konteks ini, kepemimpinan berbasis kinerja bukan hanya 

tentang kepatuhan prosedur, melainkan tentang bagaimana pemimpin mampu 

menggerakkan dan menginspirasi organisasi agar berfokus pada hasil yang 

bernilai publik. 

Kepemimpinan berbasis kinerja mencakup dua aspek utama, yakni 

dimensi manajerial dan perilaku kepemimpinan. Dimensi manajerial menekankan 

kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan 

mengendalikan sumber daya, sedangkan dimensi perilaku kepemimpinan 

berkaitan dengan kemampuan memotivasi, memberi teladan, dan menciptakan 

budaya kinerja tinggi. Pemimpin berbasis kinerja harus mampu mengintegrasikan 

keduanya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

2.1.1.2. Kepemimpinan dalam Sektor Publik 

Dalam konteks sektor publik, kepemimpinan memiliki kompleksitas yang 

berbeda dibandingkan sektor swasta karena tujuan utamanya bukanlah 

keuntungan finansial, melainkan pencapaian nilai publik seperti kesejahteraan, 

keadilan, dan pelayanan kepada masyarakat. Van Wart (2014) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan publik merupakan kemampuan untuk memengaruhi orang lain 

dalam organisasi pemerintah agar mampu beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan dan memenuhi harapan publik. Pemimpin publik harus menguasai tiga 

kompetensi utama: kompetensi manajerial, kapasitas politik, dan integritas etis. 
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Selain itu, kepemimpinan di sektor publik bersifat kolektif dan kolaboratif. 

Banyak keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemimpin tunggal, tetapi melalui 

proses koordinasi lintas unit dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Oleh 

karena itu, kepemimpinan publik modern menuntut kemampuan membangun 

jejaring (network governance), komunikasi yang transparan, dan kemampuan 

adaptif terhadap dinamika kebijakan publik. 

2.1.1.3. Prinsip New Public Management (NPM) 

Kepemimpinan berbasis kinerja berakar kuat pada filosofi New Public 

Management (NPM) yang muncul pada akhir 1980-an. Menurut Hood (1991), 

NPM merupakan paradigma reformasi administrasi publik yang mengadopsi 

prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi hasil, efisiensi, dan 

tanggung jawab individu terhadap kinerja. NPM berfokus pada penciptaan 

organisasi publik yang lebih ramping, responsif, dan berorientasi pelanggan 

(customer-oriented government). 

Pollitt dan Bouckaert (2011) menegaskan bahwa inti dari NPM adalah 

transformasi manajemen publik dari orientasi prosedural menjadi orientasi kinerja 

(performance orientation), di mana pengukuran hasil menjadi instrumen utama 

untuk akuntabilitas. Reformasi ini mendorong pemimpin publik untuk tidak hanya 

mematuhi aturan, tetapi juga menunjukkan capaian konkret terhadap tujuan 

pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, Denhardt dan Denhardt 

(2000) mengingatkan bahwa penerapan prinsip NPM harus tetap mempertahankan 

nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga, dan pelayanan publik yang adil, karena 
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orientasi kinerja yang semata-mata efisien dapat mengaburkan nilai-nilai etika dan 

keadilan sosial. 

2.1.1.4. Dimensi-Dimensi Kepemimpinan Berbasis Kinerja 

a. Fokus pada Target (Goal Focus) 

Salah satu karakter utama kepemimpinan berbasis kinerja adalah penetapan 

target yang jelas dan terukur. Berdasarkan teori goal setting oleh Locke dan 

Latham (1990), tujuan yang spesifik, menantang, dan disertai umpan balik 

mampu meningkatkan kinerja secara signifikan. Pemimpin publik perlu 

menetapkan sasaran yang relevan dengan visi organisasi serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada bawahan agar tercipta keselarasan 

arah kerja. 

Menurut Behn (2003), pengukuran kinerja dalam organisasi publik dapat 

memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai alat evaluasi, kontrol, motivasi, dan 

pembelajaran. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu memilih indikator 

yang relevan dan menggunakannya untuk mendorong perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement). Dalam praktiknya, fokus target bukan hanya pada 

kuantitas, tetapi juga pada kualitas layanan dan dampak sosial yang dihasilkan. 

b. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam kepemimpinan publik berbasis 

kinerja. Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pejabat 

publik untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas keputusan, 

tindakan, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang berwenang maupun 

masyarakat. Akuntabilitas dalam konteks kepemimpinan berbasis kinerja 
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mencakup dua aspek: answerability (kewajiban menjelaskan kinerja) dan 

enforcement (adanya konsekuensi terhadap capaian atau kegagalan). 

Pemimpin yang akuntabel akan memastikan adanya sistem pelaporan kinerja 

yang transparan, audit internal dan eksternal yang independen, serta 

mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas. Dengan demikian, kinerja 

organisasi dapat dinilai secara objektif dan publik memperoleh kepercayaan 

terhadap lembaga pemerintah. 

c. Transparansi 

Transparansi merupakan dimensi yang saling melengkapi dengan akuntabilitas. 

Florini (2007) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan informasi dan 

proses pengambilan keputusan kepada publik agar dapat dilakukan pengawasan 

dan partisipasi. Dalam kepemimpinan berbasis kinerja, transparansi 

diwujudkan melalui publikasi indikator kinerja, laporan capaian secara berkala, 

serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat. 

Transparansi meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap 

lembaga pemerintah. Namun, pemimpin juga harus memastikan bahwa 

keterbukaan informasi tidak menimbulkan distorsi atau pelanggaran privasi. 

Transparansi yang efektif bukan hanya menyediakan data, tetapi juga 

menyajikan informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi warga 

negara sebagai pengguna layanan publik. 

Kepemimpinan berbasis kinerja dalam sektor publik tidak dapat 

dilepaskan dari keseimbangan antara efisiensi manajerial dan nilai-nilai publik. 

Pemimpin harus mampu menerapkan prinsip-prinsip NPM seperti fokus pada 
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hasil, akuntabilitas, dan efisiensi, namun tetap menjunjung tinggi etika, 

partisipasi, dan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan oleh Denhardt dan 

Denhardt (2000). 

Model kepemimpinan ini menuntut pemimpin yang memiliki kemampuan 

strategis untuk mengintegrasikan perencanaan kinerja, sistem pengukuran, dan 

budaya organisasi yang berorientasi hasil. Keberhasilannya tidak hanya diukur 

dari tercapainya target angka, tetapi juga dari peningkatan kualitas layanan, 

kepercayaan publik, serta nilai manfaat yang diberikan bagi masyarakat. 

Dengan demikian, kepemimpinan berbasis kinerja dapat dipandang 

sebagai wujud konkret dari transformasi manajemen publik modern—di mana 

pemimpin berfungsi bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai agen 

perubahan (change agent) yang menyeimbangkan efisiensi, akuntabilitas, dan 

nilai-nilai publik. 

2.1.2. Kapabilitas Manajerial 

2.1.2.1. Teori Resource-Based View (RBV) 

Konsep kapabilitas manajerial tidak dapat dilepaskan dari teori Resource-

Based View (RBV) yang dikemukakan oleh Barney (1991). Teori RBV 

menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif organisasi berasal dari sumber daya 

internal yang unik, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan (valuable, rare, 

inimitable, and non-substitutable). Dalam konteks sektor publik, sumber daya 

tersebut tidak hanya berupa aset fisik dan keuangan, tetapi juga kemampuan 

manajerial dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien (Mahoney & Pandian, 1992). 
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Kapabilitas manajerial mencerminkan kemampuan pimpinan dan aparatur 

publik dalam mengarahkan, mengorganisir, serta mengoptimalkan potensi 

organisasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut 

Teece, Pisano, dan Shuen (1997), kapabilitas manajerial termasuk dalam kategori 

dynamic capabilities, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan, membangun, 

dan merekonfigurasi kompetensi internal serta eksternal dalam merespons 

perubahan lingkungan. Dengan demikian, dalam kerangka RBV, kapabilitas 

manajerial merupakan aset strategis yang mendukung keberlanjutan kinerja 

organisasi publik. 

2.1.2.2. Dimensi Kapabilitas Manajerial 

Beberapa ahli telah menguraikan dimensi utama dari kapabilitas 

manajerial. Menurut Whetten dan Cameron (2011), kemampuan manajerial 

mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian. Namun, dalam konteks sektor publik yang menekankan efektivitas 

dan akuntabilitas, kapabilitas manajerial dapat diuraikan ke dalam empat dimensi 

utama, yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan mencerminkan kemampuan manajer dalam merumuskan visi, 

misi, dan sasaran strategis organisasi secara realistis dan adaptif. Menurut 

Fayol (1949), fungsi perencanaan merupakan kemampuan untuk memprediksi 

dan mempersiapkan masa depan dengan menetapkan langkah-langkah yang 

tepat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks sektor publik, kemampuan ini 
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diperlukan agar program dan kegiatan pemerintah selaras dengan kebijakan 

pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome-oriented). 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian berkaitan dengan kemampuan untuk membentuk struktur 

kerja, mendelegasikan wewenang, dan mengatur koordinasi antarunit. 

Mintzberg (1973) menegaskan bahwa efektivitas organisasi sangat bergantung 

pada kemampuan manajer dalam mengelola hubungan antaraktor dan 

memastikan sinergi dalam pelaksanaan tugas. Dalam organisasi publik, 

pengorganisasian yang baik mendorong efisiensi birokrasi serta mengurangi 

tumpang tindih kewenangan. 

3. Pengambilan Keputusan (Decision Making) 

Dimensi ini menekankan kemampuan manajer dalam memilih alternatif terbaik 

berdasarkan data dan analisis rasional. Drucker (1999) menyatakan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan inti dari fungsi manajerial yang 

menentukan arah organisasi. Di sektor publik, keputusan yang diambil harus 

mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, prinsip keadilan, serta 

efisiensi penggunaan sumber daya. 

4. Inovasi (Innovation) 

Inovasi mencerminkan kemampuan manajerial dalam menciptakan 

pembaharuan proses, kebijakan, atau layanan publik. Menurut Van de Ven 

(1986), inovasi merupakan hasil dari interaksi antara individu, struktur 

organisasi, dan lingkungan eksternal yang mendorong perubahan positif. 
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Manajer publik yang inovatif mampu mengembangkan solusi kreatif terhadap 

permasalahan pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat. 

2.1.2.3. Relevansi terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya publik 

 

Kapabilitas manajerial memiliki relevansi langsung terhadap efektivitas 

pengelolaan sumber daya publik. Menurut Boyne (2003), efektivitas organisasi 

publik ditentukan oleh sejauh mana manajer mampu mengoptimalkan sumber 

daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan pelayanan publik. 

Kapabilitas manajerial yang tinggi memungkinkan pemimpin publik untuk 

menyeimbangkan antara efisiensi administratif dan responsivitas sosial. 

Selain itu, dalam paradigma New Public Management, kapabilitas 

manajerial menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang berorientasi hasil, transparan, dan akuntabel (Hood, 1995). Dengan 

demikian, penguatan kapabilitas manajerial tidak hanya berfungsi untuk 

meningkatkan produktivitas internal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam 

mewujudkan good governance di lingkungan sektor publik. 

2.1.3. Keadilan Organisasi 

2.1.3.1. Organizational Justice Theory 

Keadilan organisasi (organizational justice) merupakan konsep yang 

menjelaskan sejauh mana karyawan atau aparatur memandang perlakuan yang 

diterimanya dalam organisasi sebagai sesuatu yang adil. Greenberg (1987) 

mendefinisikan keadilan organisasi sebagai persepsi individu terhadap keadilan 

dalam pembagian hasil, proses pengambilan keputusan, dan interaksi 
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interpersonal di tempat kerja. Konsep ini menjadi penting dalam sektor publik 

karena aparatur sering menghadapi tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan 

integritas dalam menjalankan tugasnya (Colquitt et al., 2001). 

Teori keadilan organisasi terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu keadilan 

distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional (Adams, 1965; Thibaut 

& Walker, 1975; Bies & Moag, 1986): 

1. Keadilan Distributif (Distributive Justice) 

Keadilan distributif berkaitan dengan persepsi keadilan terhadap hasil atau 

imbalan yang diterima individu. Menurut teori keadilan sosial yang 

dikembangkan oleh Adams (1965), individu akan merasa adil apabila rasio 

antara input (usaha, waktu, tanggung jawab) dan output (gaji, promosi, 

penghargaan) sebanding dengan rekan kerja lainnya. Dalam konteks 

organisasi publik, keadilan distributif mencakup kesetaraan dalam 

pembagian tunjangan, beban kerja, dan kesempatan karier antarpegawai. 

2. Keadilan Prosedural (Procedural Justice) 

Keadilan prosedural menekankan pada keadilan dalam proses pengambilan 

keputusan dan kebijakan organisasi. Thibaut dan Walker (1975) 

menyatakan bahwa karyawan tidak hanya memperhatikan hasil akhir, 

tetapi juga cara keputusan dibuat. Prinsip transparansi, konsistensi, dan 

partisipasi menjadi elemen penting dalam dimensi ini. Dalam lembaga 

pemerintahan, prosedur yang jelas dan partisipatif menciptakan rasa 

percaya dan legitimasi terhadap pimpinan organisasi. 

3. Keadilan Interaksional (Interactional Justice) 
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Dimensi ini berfokus pada keadilan dalam hubungan interpersonal dan 

komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Bies dan Moag (1986) 

mengemukakan bahwa keadilan interaksional mencakup dua aspek utama: 

keadilan interpersonal (perlakuan yang sopan dan bermartabat) dan 

keadilan informasional (penyampaian informasi secara jujur dan 

transparan). Aparatur publik akan lebih termotivasi bila merasa dihormati 

dan mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai keputusan organisasi. 

Ketiga dimensi ini saling melengkapi dan membentuk persepsi umum 

mengenai sejauh mana organisasi bertindak secara adil terhadap para anggotanya. 

Menurut Colquitt (2001), keadilan organisasi merupakan faktor psikologis penting 

yang memengaruhi sikap dan perilaku kerja individu di berbagai sektor, termasuk 

birokrasi publik. 

2.1.3.2. Dampak Keadilan Organisasi terhadap Sikap, Motivasi, dan Kinerja 

Aparatur 

Keadilan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek 

perilaku kerja aparatur, termasuk sikap, motivasi, dan kinerja. Menurut Moorman 

(1991), persepsi terhadap keadilan mendorong munculnya rasa kepercayaan dan 

komitmen terhadap organisasi. Aparatur yang merasa diperlakukan secara adil 

akan lebih loyal, disiplin, dan berorientasi pada pencapaian hasil kerja yang 

optimal. 

Dari perspektif motivasi kerja, Cropanzano dan Ambrose (2001) menyatakan 

bahwa keadilan organisasi meningkatkan motivasi intrinsik melalui rasa dihargai 

dan diakui. Dalam konteks sektor publik, keadilan juga menumbuhkan semangat 
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pelayanan (public service motivation) yang lebih tinggi karena aparatur merasa 

kontribusinya diakui dan dihormati (Perry & Hondeghem, 2008). 

Adapun pengaruh terhadap kinerja dijelaskan oleh Colquitt et al. (2001), 

bahwa persepsi keadilan berhubungan positif dengan kinerja individu dan 

organisasi karena meningkatkan kepuasan kerja, partisipasi, dan perilaku ekstra-

peran (organizational citizenship behavior). Sebaliknya, ketidakadilan dapat 

memicu stres, konflik, bahkan niat untuk meninggalkan pekerjaan (turnover 

intention). 

Dalam organisasi publik, penerapan keadilan organisasi menjadi fondasi 

utama terciptanya tata kelola yang baik (good governance), memperkuat 

legitimasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi 

pemerintahan (Kim & Holzer, 2016). 

2.1.4. Komitmen Pelayanan Publik 

2.1.4.1. Konsep Public Service Motivation 

Komitmen pelayanan publik merupakan bentuk dedikasi moral dan 

profesional dari aparatur terhadap nilai-nilai pelayanan kepada masyarakat. 

Konsep ini berakar pada teori Public Service Motivation (PSM) yang 

diperkenalkan oleh Perry dan Wise (1990). Mereka menjelaskan bahwa PSM 

adalah ―an individual’s predisposition to respond to motives grounded primarily 

or uniquely in public institutions and organizations,‖ yaitu kecenderungan 

individu untuk bertindak berdasarkan dorongan nilai dan motivasi yang 

bersumber dari tujuan-tujuan pelayanan publik. 
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Berbeda dengan motivasi kerja di sektor swasta yang banyak dipengaruhi 

oleh faktor ekonomi atau penghargaan material, motivasi pelayanan publik 

berfokus pada kepentingan kolektif, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai altruistik 

(Houston, 2000). Dengan kata lain, aparatur publik bekerja bukan semata karena 

imbalan finansial, melainkan karena dorongan moral untuk memberikan manfaat 

bagi masyarakat luas. 

Perry dan Wise (1990) mengklasifikasikan motivasi pelayanan publik ke 

dalam tiga orientasi utama: 

1. Rational motives, yaitu dorongan untuk berpartisipasi dalam proses 

pembuatan kebijakan publik, mempengaruhi keputusan, dan 

memperjuangkan kepentingan umum. Aparatur dengan motivasi ini 

cenderung mencari posisi strategis yang memungkinkan mereka 

berkontribusi pada perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik. 

2. Norm-based motives, yaitu dorongan yang berasal dari nilai-nilai sosial 

seperti rasa keadilan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap 

kepentingan publik. Nilai ini mencerminkan kesadaran moral untuk 

mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 

3. Affective motives, yaitu dorongan emosional seperti empati, kasih sayang, 

dan keinginan untuk menolong sesama. Aparatur yang digerakkan oleh 

motivasi ini memiliki kepuasan intrinsik ketika berhasil membantu 

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan publik. 

Selanjutnya, Perry (1996) mengembangkan empat dimensi empiris dari Public 

Service Motivation, yaitu: 
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a) Attraction to Policy Making: Ketertarikan individu terhadap proses 

pembuatan kebijakan publik. 

b) Commitment to Public Interest: Dedikasi untuk melayani dan 

memperjuangkan kepentingan umum. 

c) Compassion: Empati terhadap orang lain dan dorongan untuk mengurangi 

penderitaan sosial. 

d) Self-Sacrifice: Kemauan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi 

kepentingan publik. 

Dimensi-dimensi tersebut memperlihatkan bahwa komitmen pelayanan 

publik bukan hanya tentang loyalitas organisasi, melainkan tentang panggilan 

moral (public calling) untuk berbuat sesuatu yang bermakna bagi masyarakat. 

Dalam konteks birokrasi Indonesia, nilai-nilai seperti pengabdian, integritas, dan 

tanggung jawab sosial sejalan dengan semangat ASN BerAKHLAK yang 

dicanangkan pemerintah, menekankan orientasi pelayanan publik yang beretika 

dan berintegritas (Kemenpan RB, 2021). 

Menurut Kim (2009), Public Service Motivation merupakan variabel 

psikologis penting yang menjembatani antara nilai-nilai pribadi dengan perilaku 

kerja aparatur. Semakin tinggi tingkat PSM seseorang, semakin besar pula 

dorongan untuk bekerja efektif, melayani dengan empati, dan menjaga reputasi 

organisasi publik. Oleh sebab itu, PSM dipandang sebagai aset non-material yang 

memperkuat kapasitas institusional dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan. 

2.1.4.2. Peran Komitmen Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kinerja 

Aparatur 
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Komitmen pelayanan publik memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja 

aparatur karena menjadi sumber motivasi intrinsik yang mendorong perilaku 

positif, tanggung jawab, dan orientasi pada hasil. Brewer dan Selden (1998) 

menjelaskan bahwa individu dengan komitmen pelayanan publik tinggi akan 

menunjukkan public service ethic, yaitu kesadaran moral bahwa pekerjaan publik 

adalah amanah sosial yang menuntut integritas dan profesionalisme tinggi. 

Kinerja aparatur yang berlandaskan komitmen pelayanan publik tidak semata 

diukur melalui produktivitas administratif, melainkan juga melalui kualitas 

hubungan dengan masyarakat, responsivitas terhadap kebutuhan publik, serta 

kejujuran dalam menjalankan tugas (Vandenabeele, 2007). Dengan kata lain, 

komitmen pelayanan publik merupakan elemen psikologis yang memperkuat 

governance performance secara menyeluruh. 

Penelitian Perry dan Hondeghem (2008) menegaskan bahwa Public 

Service Motivation dapat meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, dan partisipasi 

dalam kegiatan organisasi. Aparatur dengan motivasi pelayanan tinggi cenderung 

memiliki perilaku ekstra-peran (organizational citizenship behavior), seperti 

membantu rekan kerja, menjaga citra organisasi, dan mengutamakan kepentingan 

masyarakat di atas kepentingan pribadi. 

Lebih lanjut, Wright (2007) menemukan bahwa Public Service Motivation 

juga berperan sebagai mediator antara kepemimpinan transformasional dan 

kinerja aparatur. Pemimpin yang mampu menumbuhkan nilai-nilai pelayanan 

publik pada bawahannya dapat menciptakan iklim kerja yang penuh makna dan 

memperkuat orientasi pelayanan. Hal ini penting dalam birokrasi publik yang 
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sering kali terjebak dalam rutinitas administratif tanpa kesadaran makna sosial 

dari pekerjaannya. 

Dalam konteks manajemen publik modern, komitmen pelayanan publik juga 

sejalan dengan paradigma New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2000) yang 

menekankan bahwa tujuan utama pemerintah bukan untuk ―mengendalikan‖ 

(steering), tetapi untuk ―melayani‖ (serving). Aparatur dituntut memiliki empati, 

tanggung jawab sosial, dan kesediaan untuk menempatkan kepentingan 

masyarakat sebagai prioritas utama. 

Komitmen pelayanan publik juga memperkuat tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) melalui peningkatan integritas dan akuntabilitas. 

Aparatur yang memiliki komitmen pelayanan publik tinggi akan lebih tanggap 

terhadap kebutuhan masyarakat, menghindari penyalahgunaan wewenang, serta 

membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Kim & Holzer, 

2016). 

Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan korelasi positif antara 

komitmen pelayanan publik dengan kinerja individu dan organisasi. Kim (2005) 

menemukan bahwa pegawai negeri di Korea Selatan yang memiliki PSM tinggi 

menunjukkan kinerja lebih baik dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Studi 

Vandenabeele (2009) di Eropa juga mengungkap bahwa komitmen pelayanan 

publik berperan penting dalam pembentukan perilaku etis dan kepemimpinan 

moral di sektor pemerintahan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen pelayanan publik 

bukan hanya dimensi moralitas individu, tetapi juga menjadi instrumen strategis 
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dalam reformasi birokrasi. Aparatur dengan tingkat komitmen pelayanan publik 

tinggi akan memperlihatkan perilaku kerja yang efisien, inovatif, dan berorientasi 

pada kepuasan masyarakat. Dalam konteks organisasi publik di Indonesia, 

penguatan komitmen ini menjadi salah satu kunci dalam membangun aparatur 

sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berjiwa melayani. 

2.1.5. Kinerja OPD Penghasil PAD 

2.1.5.1. Konsep Kinerja Organisasi Sektor Publik 

Kinerja organisasi sektor publik mencerminkan sejauh mana instansi 

pemerintah mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara 

efektif dan efisien sesuai mandat publik yang diemban. Menurut Mahmudi (2019), 

kinerja sektor publik merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan 

misi organisasi publik sebagaimana tertuang dalam rencana strategis. Dengan 

demikian, kinerja tidak hanya dinilai dari hasil (outcome) semata, tetapi juga dari 

proses serta tata kelola yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. 

Kinerja sektor publik memiliki karakteristik berbeda dengan sektor swasta karena 

orientasinya tidak semata pada profit, tetapi pada pencapaian public value atau 

nilai publik (Moore, 1995). Organisasi sektor publik seperti Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat sekaligus 

mendukung pencapaian pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, 

pengukuran kinerja OPD harus mempertimbangkan aspek manfaat sosial, 

transparansi, serta akuntabilitas publik (Boyne, 2002). 
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Menurut Dwiyanto (2008), kinerja organisasi publik diukur melalui 

beberapa aspek seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, 

responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas menggambarkan kemampuan 

menghasilkan output sesuai sumber daya yang dimiliki; kualitas layanan 

mencerminkan kepuasan masyarakat; responsivitas menunjukkan daya tanggap 

terhadap kebutuhan publik; sedangkan akuntabilitas mencerminkan 

pertanggungjawaban kepada publik dan lembaga pengawas. 

Dalam konteks pemerintahan daerah, kinerja OPD menjadi instrumen 

penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikembangkan oleh 

Kementerian PAN-RB menjadi instrumen utama dalam memastikan keselarasan 

antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian hasil. Menurut Bastian (2010), 

keberhasilan pengukuran kinerja sektor publik sangat bergantung pada sejauh 

mana indikator kinerja disusun secara objektif dan berbasis pada hasil (result-

oriented performance). 

Selain itu, menurut Halachmi (2002), kinerja organisasi publik harus diukur dalam 

konteks public accountability dan performance governance, yaitu kemampuan 

instansi publik dalam mengelola sumber daya secara efisien sekaligus 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan OPD 

penghasil PAD tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan keuangan, tetapi 

juga sejauh mana kinerja tersebut berkontribusi terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat daerah. 
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2.1.5.2. Indikator Kinerja OPD Penghasil PAD 

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD 

menggambarkan kemampuan lembaga daerah dalam mengelola potensi sumber 

daya ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja OPD 

penghasil PAD biasanya mencakup empat indikator utama: efektivitas, efisiensi, 

kualitas layanan, dan capaian PAD. 

1. Efektivitas 

Efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan OPD dalam mencapai 

target dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2013), 

efektivitas menunjukkan seberapa jauh realisasi hasil sesuai dengan 

sasaran yang direncanakan. Dalam konteks OPD penghasil PAD, 

efektivitas diukur melalui kesesuaian antara target dan realisasi 

penerimaan PAD, termasuk peningkatan kontribusi terhadap pendapatan 

daerah secara keseluruhan. Efektivitas tinggi menunjukkan OPD mampu 

mengoptimalkan potensi pajak, retribusi, dan sumber PAD lainnya melalui 

kebijakan dan program kerja yang tepat sasaran. 

2. Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara input dan output dalam 

pelaksanaan kegiatan OPD. Mahmudi (2019) menyatakan bahwa efisiensi 

adalah kemampuan menghasilkan output tertentu dengan menggunakan 

sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks OPD penghasil PAD, 

efisiensi berarti kemampuan menekan biaya operasional pemungutan pajak 

dan retribusi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Efisiensi 
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tinggi mencerminkan tata kelola keuangan yang baik dan penerapan 

prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran. 

3. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan berhubungan dengan kepuasan masyarakat sebagai wajib 

pajak dan pengguna layanan publik. Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry (1988), kualitas layanan diukur melalui lima dimensi: tangibles, 

reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dalam konteks OPD 

penghasil PAD, kualitas layanan tercermin dari kemudahan proses 

pembayaran pajak, transparansi informasi, keramahan petugas, serta 

kecepatan dan akurasi pelayanan administrasi. Kualitas layanan yang baik 

tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat 

citra positif pemerintah daerah sebagai pelayan publik yang profesional. 

4. Capaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Capaian PAD merupakan indikator hasil (outcome) yang paling nyata dari 

kinerja OPD penghasil PAD. Menurut Halim (2007), PAD adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Capaian PAD 

yang meningkat menunjukkan bahwa OPD berhasil memobilisasi potensi 

ekonomi lokal dengan kebijakan dan strategi yang efektif. Namun, capaian 

PAD juga harus dinilai dalam konteks keberlanjutan dan keadilan fiskal 

agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat. 
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Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka 

kinerja komprehensif bagi OPD penghasil PAD. Efektivitas dan efisiensi 

menunjukkan keberhasilan internal organisasi, sementara kualitas layanan dan 

capaian PAD menggambarkan dampak eksternal terhadap masyarakat dan 

perekonomian daerah. Dengan demikian, pengukuran kinerja OPD penghasil PAD 

harus dilakukan secara integratif dengan memperhatikan dimensi finansial, 

manajerial, dan sosial untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang 

berdaya saing dan berkeadilan. 
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2.1.6. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Penulis, Tahun, Judul Persamaan dengan 

penelitian ini 

Perbedaan dengan 

penelitian ini 

Temuan Utama Sumber 

1 Saadah & Agustiyara 

(2024), Transformational 

Leadership and Dynamic 

Managerial Capabilities 

in Public Sector 

Innovation 

Menguji pengaruh 

kepemimpinan dan 

kapabilitas manajerial 

di sektor publik 

Tidak memasukkan 

keadilan organisasi dan 

komitmen pelayanan 

sebagai mediator 

Kepemimpinan 

transformasional 

memperkuat 

kapabilitas manajerial 

dan inovasi layanan 

publik 

Jurnal Bina Praja, 

2024 

2 Pantih et al. (2025), The 

Influence of Leadership 

Style on Public Sector 

Employee Performance 

Fokus pada 

kepemimpinan → 

kinerja pegawai 

publik 

Tidak menelaah komitmen 

pelayanan dan OPD 

penghasil PAD khususnya 

Gaya kepemimpinan 

partisipatif & 

transformasional 

berdampak positif 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen 

Kesatuan, 2025 
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pada kinerja 

3 Luthfi et al. (2023), 

Managerial Performance 

Model of Indonesian 

Government 

Membahas 

kapabilitas manajerial 

terhadap kinerja 

pemerintahan daerah 

Tidak memasukkan 

keadilan organisasi atau 

mediasi komitmen 

pelayanan 

Kapabilitas manajerial 

signifikan terhadap 

peningkatan kinerja 

organisasi 

pemerintahan 

Jurnal 

Manajemen & 

Bisnis, 2023 

4 Rezka Fahmi Tiara et al. 

(2024), Public Sector 

Leadership Strategy in 

Improving Service Quality 

Sama-sama menelaah 

kepemimpinan publik 

dan kualitas 

pelayanan 

Tidak fokus pada OPD 

penghasil PAD dan tidak 

menguji keadilan 

organisasi 

Kepemimpinan 

strategis dan orientasi 

layanan meningkatkan 

kualitas pelayanan 

Transgenera, 

2024 

5 N. Yukanissa (2025), 

Analisis Kinerja 

Organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten (repo) 

Sama-sama kinerja 

OPD pada level 

kabupaten 

Fokus pada sekretariat 

daerah, bukan OPD 

penghasil PAD; variabel 

berbeda 

Komunikasi internal 

dan kultur organisasi 

dominan memengaruhi 

kinerja sekretariat 

Repository 

UNDIP, 2025 
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6 Hwang, E. (2024), 

Organizational Justice, 

Diversity, and 

Organizational 

Performance in the Public 

Sector 

Menguji peran 

keadilan organisasi 

terhadap kinerja 

publik 

Tidak menguji 

kepemimpinan berbasis 

kinerja atau konteks OPD 

PAD 

Persepsi keadilan 

prosedural & 

distributif 

berhubungan positif 

dengan kinerja 

Public 

Administration 

Issues, 2024 

7 Aldabbas, H. (2025), 

Organizational Justice 

and Affective Commitment 

Hubungan keadilan 

organisasi → 

komitmen (relevan 

untuk variabel 

mediasi Anda) 

Studi pada 

sektor/konstelasi berbeda 

(swasta/publik campuran); 

bukan fokus OPD PAD 

Keadilan organisasi 

meningkatkan 

kepuasan kerja dan 

komitmen afektif 

Jurnal 

Internasional 

2025 

8 Oladimeji, K. A. (2024), 

Motivation as Mediator 

between Organizational 

Menunjukkan 

mediasi variabel 

psikis antara keadilan 

Menggunakan 

motivasi/keterlibatan 

sebagai mediator, bukan 

Motivasi memediasi 

pengaruh keadilan 

pada keterlibatan kerja 

Journal of 

Administrative 

Science, 2024 
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Justice and Work 

Engagement 

dan outcome kerja komitmen pelayanan 

publik 

pegawai publik 

9 Sentoso et al. (2025), 

Transformational 

Leadership & Public 

Service Motivation 

Menghubungkan 

kepemimpinan 

transformasional 

dengan motivasi 

pelayanan publik dan 

kinerja 

Tidak menguji kapabilitas 

manajerial atau keadilan 

organisasi 

Kepemimpinan 

transformasional 

meningkatkan motivasi 

pelayanan → kinerja 

Dinasti Int. 

Journal, 2025 

10 Oktadiana et al. (2025), 

Organizational Justice 

Drives Innovative 

Behavior (proceeding) 

Keadilan organisasi 

berpengaruh pada 

perilaku organisasi di 

sektor publik 

Fokus pada perilaku 

inovatif, bukan kinerja 

OPD PAD atau mediasi 

komitmen 

Keadilan organisasi 

mendorong perilaku 

inovatif pegawai 

publik 

ICOMB 

Proceedings, 

2024/2025 

11 Ibrahim et al. (2024), 

Work Engagement as 

Keadilan organisasi 

→ outcome pegawai 

Mediasi melalui 

keterlibatan kerja, bukan 

Keadilan organisasi → 

keterlibatan → 

Journal of 

Logistics, 
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Mediator between 

Organizational Justice 

and Employee Outcomes 

(Bireuen) 

publik (setting 

daerah) 

komitmen pelayanan 

publik 

outcome kinerja 

pegawai 

Informatics & 

Service Science, 

2024 

12 Agustina & Anggraini 

(2024), Leadership, 

Culture & Competence on 

Village Fund Managers 

Membahas 

kepemimpinan dan 

kompetensi terhadap 

kinerja pengelola 

publik 

Konteks desa/manajer 

dana desa, bukan OPD 

PAD kabupaten 

Kepemimpinan dan 

kompetensi signifikan 

untuk kinerja 

pengelolaan dana 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen 

Kesatuan, 2024 

13 Folia Oeconomica (2024), 

Human Capital through 

Organizational Justice, 

OCB & Commitment 

Menekankan 

hubungan keadilan → 

OCB/komitmen 

(relevan untuk 

mediasi) 

Konteks 

akademik/ekonomi makro, 

bukan OPD penghasil 

PAD 

Keadilan organisasi 

meningkatkan OCB 

dan komitmen → 

mendukung kinerja 

Folia 

Oeconomica 

Stetinensia, 2024 
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14 Wali Ali & Charmo 

(2024), Impact of 

Organizational Justice on 

Employee Performance 

Keadilan organisasi 

→ kinerja pegawai 

publik (paralel) 

Sampel regional/global; 

tidak fokus OPD PAD 

Indonesia 

Persepsi keadilan 

signifikan 

memengaruhi kinerja 

individu 

Journal of 

Kurdistani 

Strategic Studies, 

2024 

15 Iskandar (2024), 

Innovation in Government 

Leadership: Digital Age 

Kepemimpinan 

publik dan kapabilitas 

manajerial terkait 

inovasi pelayanan 

Lebih fokus pada 

transformasi digital 

pemerintahan, bukan PAD 

Kapabilitas manajerial 

+ kepemimpinan 

inovatif memperkuat 

pelayanan digital 

Jurnal Ekonomi 

(Sean Institute), 

2024 

16 Micacchi (2024), 

Performance Appraisal 

Justice and Employees' 

Work 

Penilaian keadilan 

berpengaruh pada 

performa pegawai 

Fokus pada sistem 

penilaian (HRM) bukan 

OPD/komitmen pelayanan 

Keadilan dalam 

appraisal 

meningkatkan kinerja 

dan kepuasan kerja 

Public 

Administration 

(Wiley), 2024 

17 Cairney et al. (2024), 

Systems Leadership: 

Kepemimpinan 

sistemik & kolaborasi 

Tinjauan teoretis, bukan 

studi kuantitatif pada OPD 

Kepemimpinan 

sistemik penting untuk 

Systematic 

Review (2024) 
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Review lintas-organisasi → 

kinerja publik 

tertentu koordinasi & hasil 

pelayanan publik 

18 Akerboom (2024), 

Leadership in 

Interorganizational 

Networks 

Kepemimpinan 

jaringan 

memengaruhi 

efektivitas organisasi 

publik 

Fokus pada jaringan antar-

institusi, bukan OPD 

penghasil PAD 

Kepemimpinan 

kolaboratif 

meningkatkan hasil 

jaringan & layanan 

Public Policy & 

Management, 

2024 

19 Studi Lokal — Pengaruh 

Kepemimpinan pada 

Kinerja Bapenda 

Kabupaten X (2022) — 

tesis/repo 

Langsung relevan: 

kepemimpinan dan 

kinerja OPD 

penghasil PAD 

Konteks kabupaten lain; 

metodologi dan variabel 

tambahan berbeda 

Kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

pada kinerja Bapenda 

daerah 

Repository Univ. 

(tesis), 2022 

20 Studi Lokal — Analisis 

Komitmen Organisasi & 

Menguji komitmen 

organisasi terhadap 

Tidak memasukkan 

keadilan organisasi atau 

Komitmen organisasi 

dan budaya kerja 

Jurnal Lokal / 

Repo, 2023 
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Budaya terhadap Kinerja 

OPD Kota Tidore (2023) 

kinerja OPD daerah kapabilitas manajerial memengaruhi kinerja 

OPD 

21 Unissula repo — 

Optimalisasi PAD 

Kabupaten Bojonegoro 

(2025) 

Studi pada OPD 

penghasil PAD; 

relevan konteks 

daerah 

Fokus pada strategi PAD, 

bukan variabel psikologis 

organisasi 

Strategi peningkatan 

PAD membutuhkan 

perbaikan kapasitas 

organisasi 

Repository 

Unissula, 2025 

22 Jurnal Kemendagri 

(2022), Hambatan Inovasi 

Pelayanan Publik 

Menyinggung 

kapabilitas manajerial 

dan komitmen 

layanan 

Fokus kebijakan & 

hambatan inovasi, bukan 

pengukuran kinerja OPD 

PAD 

Hambatan struktural & 

budaya menghambat 

inovasi pelayanan 

publik 

Jurnal 

Kemendagri / 

Inovasi 

Pelayanan, 2022 

23 SAJEMS / regional 

(2024), Justice moderates 

transformational 

leadership → IWB 

Interaksi 

kepemimpinan & 

keadilan organisasi 

→ outcome 

Fokus pada inovasi kerja 

(IWB), bukan kinerja OPD 

PAD spesifik 

Keadilan organisasi 

memoderasi hubungan 

kepemimpinan dan 

IWB 

SAJEMS-like 

proceeding, 2024 
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organisasi 

24 The CRRSSS (2024), 

Role of Organizational 

Justice on OCB 

Keadilan organisasi 

mendorong OCB & 

outcome kinerja 

Studi 

internasional/regional; 

bukan konteks OPD PAD 

Indonesia 

Keadilan 

meningkatkan OCB 

yang kemudian 

berdampak positif 

pada kinerja 

The CRRSSS 

Journal, 2024 

25 Studi Lokal (2024), Studi 

kepemimpinan dan 

insentif pada kinerja 

Bapenda 

Langsung relevan: 

kepemimpinan & 

kinerja OPD 

penerimaan daerah 

Fokus tambahan pada 

insentif fiskal, bukan 

komitmen pelayanan 

Insentif & 

kepemimpinan 

bersama-sama 

meningkatkan kinerja 

Bapenda 

Jurnal 

Lokal/IJMEA, 

2024 

26 ResearchGate (2022), 

Leadership Style 

Influence: Regional 

Studi OPD penghasil 

PAD; relevan 

kontekstual 

Sampel dan variabel 

kontrol berbeda  

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

Proceeding / 

artikel regional, 

2022 
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Revenue Agency 

27 Studi (2021–2023), 

Kapabilitas Manajerial 

dan Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Membahas 

kapabilitas manajerial 

→ kinerja organisasi 

publik 

Beberapa studi adalah 

kajian kualitatif, bukan 

model kuantitatif yang 

komprehensif 

Kapabilitas manajerial 

kritis untuk 

pelaksanaan kebijakan 

& kinerja 

Berbagai jurnal 

nasional (2021–

2023) 

28 Artikel Internasional 

(2023–2025), Leadership 

& Public Service 

Motivation meta-analyses 

Bukti meta bahwa 

kepemimpinan & 

PSM memengaruhi 

kinerja publik 

Tidak menguji keadilan 

organisasi atau OPD PAD 

secara spesifik 

Kepemimpinan 

memperkuat PSM 

yang kemudian 

meningkatkan 

performa layanan 

Beberapa meta-

analisis 

internasional 

(2023–2025) 

29 Studi Lokal (2024), 

Persepsi Keadilan dan 

Kepuasan Kerja di OPD 

Kabupaten Y 

Keadilan → kepuasan 

kerja relevan bagi 

mediasi komitmen 

Tidak menguji kinerja 

OPD penghasil PAD atau 

komitmen pelayanan 

publik 

Persepsi keadilan 

berhubungan positif 

dengan kepuasan kerja 

Jurnal Lokal / 

Repo, 2024 
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30 Studi Kombinasi Nasional 

(2025), Kepemimpinan, 

Keadilan & Kinerja OPD: 

Kajian Multi-Kabupaten 

Langsung sejalan: 

semua variabel utama 

Anda ada dalam 

kajian 

Seringkali model berbeda 

(tidak semua memasukkan 

komitmen pelayanan 

sebagai mediator) 

Kepemimpinan dan 

keadilan organisasi 

konsisten 

memengaruhi kinerja 

OPD; komitmen 

pelayanan memperkuat 

efek 

Proceeding / 

Jurnal Nasional, 

2025 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. 

Kinerja OPD penghasil PAD tidak hanya diukur melalui besarnya penerimaan 

yang dicapai, tetapi juga efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan publik yang 

diberikan. Dalam konteks manajemen sektor publik modern, peningkatan kinerja 

OPD sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, 

keadilan organisasi, dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik 

yang berorientasi pada hasil. 

Kepemimpinan berbasis kinerja merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan keberhasilan organisasi publik dalam mencapai target dan 

akuntabilitasnya. Pemimpin yang berbasis kinerja tidak hanya mengarahkan 

bawahannya untuk mencapai target yang terukur, tetapi juga menanamkan nilai-

nilai transparansi, akuntabilitas, dan orientasi hasil dalam budaya kerja organisasi. 

Dalam perspektif New Public Management (NPM), pemimpin publik dituntut 

untuk mengelola organisasi pemerintahan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas 

yang menyerupai praktik-praktik sektor privat (Hood, 1991). Kepemimpinan 

semacam ini mampu menggerakkan aparatur agar bekerja berdasarkan indikator 

kinerja yang jelas, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian 

hasil kerja (Boyne, 2002). 

Selain kepemimpinan, kapabilitas manajerial juga menjadi faktor kunci 

dalam peningkatan kinerja organisasi publik. Berdasarkan teori Resource-Based 

View (Barney, 1991), keunggulan organisasi ditentukan oleh sumber daya internal 
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yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan, termasuk 

kemampuan manajerial aparatur. Kapabilitas manajerial mencakup kemampuan 

perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan inovasi yang efektif. 

Aparatur dengan kapabilitas manajerial yang baik dapat mengoptimalkan sumber 

daya publik, menciptakan inovasi layanan, serta memastikan tercapainya efisiensi 

dan efektivitas organisasi (Teece, Pisano, & Shuen, 1997). Dalam konteks OPD 

penghasil PAD, kemampuan manajerial menjadi sangat penting dalam mengelola 

potensi pendapatan daerah secara berkelanjutan melalui perencanaan strategis dan 

tata kelola keuangan yang akuntabel. 

Sementara itu, keadilan organisasi menjadi variabel penting dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Organizational Justice Theory 

(Greenberg, 1987) menjelaskan bahwa keadilan dalam organisasi terdiri atas 

keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Keadilan 

distributif terkait dengan persepsi pegawai terhadap kesetaraan hasil kerja, 

keadilan prosedural berhubungan dengan keadilan dalam proses pengambilan 

keputusan, sedangkan keadilan interaksional mencakup perlakuan yang sopan dan 

penuh penghargaan dari atasan. Ketika pegawai merasa diperlakukan secara adil, 

mereka akan menunjukkan loyalitas yang tinggi, meningkatkan motivasi kerja, 

serta berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan organisasi (Colquitt et al., 

2001). Dengan demikian, keadilan organisasi menjadi elemen penting yang dapat 

memperkuat hubungan antara kepemimpinan, kapabilitas manajerial, dan kinerja 

organisasi. 
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Dalam konteks birokrasi publik, komitmen terhadap pelayanan publik juga 

memegang peranan sentral. Konsep Public Service Motivation (PSM) yang 

dikemukakan Perry dan Wise (1990) menjelaskan bahwa aparatur yang memiliki 

motivasi tinggi untuk melayani masyarakat akan cenderung bekerja lebih baik, 

berorientasi pada kepentingan publik, dan memiliki integritas yang kuat. 

Komitmen pelayanan publik tercermin dalam keinginan aparatur untuk 

memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, menjaga etika pelayanan, serta 

berorientasi pada nilai-nilai altruistik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

PSM berperan sebagai variabel mediasi yang memperkuat pengaruh faktor-faktor 

organisasi terhadap kinerja individu dan organisasi publik (Vandenabeele, 2007). 

Dengan demikian, semakin tinggi komitmen pelayanan publik, semakin besar 

pula dampak positif kepemimpinan, kapabilitas manajerial, dan keadilan 

organisasi terhadap peningkatan kinerja OPD. 

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: kepemimpinan berbasis kinerja berperan dalam 

membentuk budaya kerja berorientasi hasil dan mendorong akuntabilitas aparatur, 

kapabilitas manajerial berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya 

publik, dan keadilan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif 

untuk meningkatkan motivasi dan komitmen pegawai. Ketiga faktor tersebut 

secara simultan akan memengaruhi komitmen pelayanan publik, yang pada 

gilirannya berimplikasi pada peningkatan kinerja OPD penghasil PAD. 

Dengan demikian, komitmen pelayanan publik berfungsi sebagai variabel 

mediasi yang menjembatani pengaruh kepemimpinan berbasis kinerja, kapabilitas 



49 

 

 

 

manajerial, dan keadilan organisasi terhadap kinerja OPD penghasil PAD. 

Aparatur yang dipimpin secara efektif, memiliki kemampuan manajerial tinggi, 

dan merasakan keadilan dalam organisasi akan memiliki komitmen pelayanan 

publik yang kuat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja 

organisasi publik secara menyeluruh. Model ini merepresentasikan pendekatan 

holistik terhadap peningkatan kinerja OPD melalui penguatan aspek 

kepemimpinan, kapabilitas, keadilan, dan motivasi pelayanan publik sebagai 

faktor determinan utama dalam tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi 

hasil dan berdaya saing. 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Rumusan hipotesis berdasarkan kerangka pemikiran: 

H1: Kepemimpinan berbasis kinerja, kapabilitas manajerial dan keadilan 

organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja OPD. 

H2: Kepemimpinan berbasis kinerja, kapabilitas manajerial dan keadilan 

organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen pelayanan publik. 

H3: Komitmen pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja OPD 

penghasil PAD. 

H4: Komitmen pelayanan publik mampu memediasi pengaruh Kepemimpinan 

berbasis kinerja, kapabilitas manajerial dan keadilan sosial terhadap kinerja 

OPD penghasil PAD 

 


